
 

 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2008                NOMOR 13 

 
PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 13 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka pelaksanaan 
pungutan retribusi terhadap dokumen pengadaan 
barang / jasa sudah tidak sesuai lagi dengan maksud 
dan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut, 
sehingga Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2001 
tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / jasa 
perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

SSAALLIINNAANN  
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Mengingat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 
Tahun 2001 tentang Retribusi Dokumen Pengadaan 
Barang / Jasa; 

 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor  9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);  

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
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Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 

 
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Daerah; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
dan 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI 
DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA. 

 
 

Pasal 1 
 

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Dokumen 
Pengadaan Barang / Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2001 Nomor 66, Seri B, Nomor 7 ). 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam  Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan di  Amuntai 
pada tanggal  7 Agustus 2008  
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

CAP 

               TTD 

     H.M. AUNUL HADI  
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Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 7 Agustus 2008  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA, 

 
CAP 
               TTD 
 

H. RISNADY BAHARUDDIN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2008  NOMOR 13. 

 
 
 
 
 
 


